
it,

v

W
MENTERI

PEh[DAYAGTJNAAI\ APARATTIR NEGARA
DAN REFOR]UASI BIROKRASI

REPT]BLIK INDOI\ESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2OL3

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA NOMOR 32/KEPIM.PAN/3 l2OO3 TENTANG JABATAN FUNGSTONAL

PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa untuk memenuhi dinamika tugas pokok dan
fungsi yang telah berkembang di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea Cukai terutama pada unit audit
kepabeanan dan cukai serta pembinaan profesi dan
karir pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang
melaksanakan kegiatan audit kepabeanan dan cukai,
perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
32 /KEP /M.PAN/3 /2OO3 tentang Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu penetapkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik lndonesia tenrang Perubahan Atas
Keputusan Mentbri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 32lKEP|M.PAN/3l2OO3 tentang Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka
Kreditnya;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun I99g
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Mbngingat

2. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 10 Tatrun 1995 tentang
Kepabeanan (I;embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612)' sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a66L);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) .sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO7

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 105, Tambahan l.embaran . Negara Republik
Indonesia Nomor a755h

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun L966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2797);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun L994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
35471 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OLO (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerint6.h Nomo r 97 Tahun 2OOO tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2OO3 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2003 Nomor I22, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3321;

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara'Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor al92l;

3.

4.

5.

6.

7.

8. Peratural Pemerintah ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OOO tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor L96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
40l7l, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO2, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41931;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nom0r 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263!.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L6a\

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5135);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Perattrran Presiden
Nomor 76 Tahun 2OLL;

Peraturan Presiden Nomor 2+ Tahun ?OLO tentang
Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 92
Tahun 2OLL (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OIL Nomor 142)

Keputusan Presiden Nomor BT Tahun Lggg tentang
Rumpun Jabatan - Fungsional pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden
Nomor 97 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 23S);

1

9.

10.

11.

L2,

13.

14.

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSI(AN:

McnetapKan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
iNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR
32/KEP lM.pAN/3 l2OO3 TENTANG JAEIATAN FUNGSTONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA.

PASAL I

Beberapa ketentuan. dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/I<EP/
M.PAN/3 /2OO3 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 2Lyang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (21 mempunyai tugas, antara lain:

a, menrusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

b. menJrusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai;

c. menetapkan standar kompetensi jabatan pemeriksa
Bea dan Cukai;

d. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai serta petunjuk
pelaksanaannya;

e. menJrusun kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis Jabatan Fungsional pemeriksa
Bea dan Cukai;

f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis Jabatan Fungsional pemeriksa
Bea dan Cukai;

g. mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

h. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai;

i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Pemeriksa Bea dan Cukai.

j. memfasilitasi ...



-c-

j. memfasilitasi pen)rusunan dan penetapan etika
profesi dan kode etik Pemeriksa Bea dan Cukai;

k. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

l. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai; dan

m. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal TAyang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing
jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6
ayat (21 dan Pasal 7 ayat (2), berdasarkan jumlah
angka kredit yang ditetapkan.

(2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit setelah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan
dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang
jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 ayat'(2) dan Pasal 7 ayat (21.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah seluruhnya sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional pemeriksa
Bea dan Cukai tingkat terampil, meliputi:
a. Pemeriksa Bea dan Cukai pelaksana, meliputi:

1. menerima dokumen impor;
2. menerima dokumen ekspor;

3. menerima dokumen cukai;
4. menerima dokumen pengangkutan barang;

5. menerima dokumen di laboratorium;
6. mendeteksi barang dengan menggunakan

Hi-Co Scan X-Rag Containeri

7. mendeteksi barang dengan menggunakan
Hi-Co Scan X-Rag Bagasi;

8. memeriksa fisik barang impor;

9. memeriksa ...
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9. memeriksa fisik barang ekspor;

10. memeriksa fisik Barang Kena Cukai (BKC)
dan Pita Cukai;

mengelola barang dalam rangka
pemeriksaan secara laboratoris;

melaksanakan pemeriksaan dasar;

melaksanakan pemeriksaan kimia fisika;

mendeteksi dan menyeleksi penumpang;

melaksanakan pemeriksaan badan;

memeriksa sarana pengangkut laut;
memeriksa sarana pengangkut udara;

rnemeriksa bangunan/instalasi pada
tempat penimbunan berikat, tempat
penimbunan sementara di luar pelabuhan,
serta bangunan atau tempat lain yang
penyelenggaraannya dengan izin Direktorat
Jenderal atau berisi barang di bawah
pengawasan pabean;

memeriksa bangunan/instalasi pada pabrik,
tempat penyimpanan etil alkohol, tempat
penjualan eceran, serta bangunan atau
tempat lain untuk memproduksi,
menimbun, ataupun menjual BKC;

20. meneliti kelengkapan, validitas, kebenaran
pengisian, perhitungan pungutan impor dan
klasifikasi barang;

2L. meneliti kelengkapan, validitas, kebenaran
pengisian, perhitungan pungutan ekspor
dan klasifikasi barang;

22. melakukan penelitian dan pengujian
dokumen dan atau dokumen pelengkap
sert4 kebenaran perhitungan pungutan
negara (tarif, tingkat produksi, masa
berlaku pita dan pesa,nan pita) dalam
rangka pelayanan di bidang cukai;

23. mengumpulkan informasi awal dalam
rangka audit;

mengikuli pengarahan persiapan audit;
mengikuti pengarahan pelaksanaan audit
oleh Pengawas Mutu Audit (pMA);

11.

12.

13.

L4,

15.

L6.

17.

18.

19.

24.

25.

26. memeriksa ...
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26. memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee
sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan
pasal 86 ayat (la)c dan Undang-Undang
Cukai fasal 39 ayat (la)c;

27. mengisi dan menandatangani formulir pakta
integritas;

28. melakukan wawancara dengan Auditee;

29. membuat konsep surat dan bukti tanda
terima peminjaman/pengembalian buku,
catatan, surat dan dokumen untuk
penelitian;

30. meneliti kelengkapan data audit;

31. membuat konsep surat pernyataan
penyerahan data audit;

32. membuat konsep surat dan/atau berita
aca.ra penolakan dan/atau tidak membantu
kelancaran audit dalam hal Auditee atau
wakilnya menolak untuk diaudit atau
menolak membantu kelancaran audit;

33. menandatangani berita acara penolakan
dalam hal Auditee atau wakilnya menolak
menandatangani surat penolakan dan/atau
tidak membantu kelancaran audit;

34. membuat konsep surat pemberitahuan
pencacahan fisik sediaan barang dalam hal
dilakr"rkan pencacahan fi sik;

35. melakukan pencacahan fisik sediaan barang
dalam hal dilakukan pencacahan fisik;

36. membuat konsep dan menandatangani
Berita Acara pencacahan fisik sediaan
berang dalam hal dilakukan pencacahan
fisik;

37. membantu Ketua Auditor untuk melakukan
tindakan pengamanan apabila diperlukan;

38. membuat Kertas Keda Audit (KKA) terkait
dengan pemeriksaan yang telah
dilakukannya untuk diserahkan kepada
Ketua Auditor;

39. mengikuti presentasi Daftar Temuan
Sementara (DTS);

40. membuat laporan kemajuan pelaksanaan
audit yang telah dilakukannya untuk
diserahkan kepada Ketua Auditor;

41. membuat ...



-8-

4L. membuat berita acaxa serah terima
pekerjaan dengan dilampiri laporan
kemajuan pelaksanaan audit terakhir,
dalam hal terjadi pelimpahan rugas tim
audit;

42. menyiapkan data dan
pembahasan akhir;

ikut dalam

43. membuat konsep Berita Acara Hasil Audit
(BAHA);

44. menandatangani BAHA;

45. membuat konsep permohonan penelaahan
pembahasan akhir;

46. menghadiri rapat penelaahan atas risalah
pembahasan akhir dalam hal diperlukan;

47. membuat konsep Berita Acara penghentian
Audit (BAPA);

48. menandatangani BApA;

49. mengunggah dokumen pelaksanaan audit
yang dihasilkan oleh Tim Audit ke dalam
sistem aplikasi administrasi audit;

50. mengunggah KI(A ke dalam sistem aplikasi
administrasi audit;

51. mengumpulkan informasi sebagai bahan
penrusunan rekomendasi perlu/tidaknya
dilakukan kegiatan memeriksa keadaan
kegiatan usaha Auditee sesuai dengan
Undang-Undang Kepabeanan pasal g6 ayat
(fa)c dan .Undang-Undang Cukai pasal 39
ayat (la)c;

52. mengumpulkan informasi sebagai bahan
penrusunan rekomendasi perlu/tidaknya
diterbitkan Surat peringatan I/Surat
Peringatan II;

i

53. mengumpulkan informasi sebagai bahan
pen5ru'sunan rekomendasi perlu/tidaknya
dibuat konsep surat dan/atau berita acara
penolakan dan/atau tidak membantu
kelancaran audit dalam hal Auditee atau
wakilnya menolak untuk diaudit atau
menolak membantu kelancaran audit;

54. mengumpulkan informasi perlu/tidaknya
dilakukan prosedur konfirmasi secara lisan
dan/atau tertulis kepada pihak ketiga;

55. mengumpulkan...
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55. mengumpulkan dan mengolah data dan
informasi di ruangan (dalam kantor);

56. mengumpulkan dan mengolah data dan
informasi di lapangan;

57. melaksanakan kegiatan patroli laut;
58. mengonsep Surat Panggilan (SP)/Surat

Perintah Membawa (SPM) dalam rangka
memanggil saksi;

59. menyampaikan SP dalam rangka memanggil
saksi;

mengonsep SP/ SPM dalam rangka
memanggil tersangka;

menyampaikan Surat Panggilan Tersangka;

membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

mengonsep Surat Perintah Penangkapan
(sPP);

64. menyampaikan tembusan Surat Perintah
Penangkapan;

65. mengonsep Surat Perintah
Penahanan/Surat Perintah Pengalihan
Jenis Tahanan/ Surat Perintah
Penangguhan Penahanan/Surat Perintah
Pengeluaran Tahanan/Surat Permintaan
Perpanjangan Penahanan/Surat Penitipan
Tahanan;

66. menyampaikan tembusan Surat perintah
Penahanan;

67. mengonsep Surat Permintaan Ijin
Penggeledahan/ Perintah Penggeledahan;

68. menggeledah dan mernbuat Berita Acara
Penggeledahan Sarana Pengangkut;

69. memotret Tempat Kejadian perkara dan
membuat Berita Acara pemotretan Tempat
Kejadian Perkara;

70. mengonsep Surat permintaan Ijin
Penyitaan/ Perintah Penyitaan f Laporan
Telah Dilakukan Penyitaan;

7I. menyegel dan membuat Berita Acara
Pembungkusan dan penyegelan Barang
Bukti;

72. menyimpan, meregister dan melabel barang
bukti;

73. mengonsep ...
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73. mengonsep Surat Permintaan Ijin
Pelelangan/Perintah Pelelangan/Penetapan
Harga Limit Lelang;

74, membuat Berita Acara Penyisihan Barang
Bukti;

75. membuat sampul berkas perkara;

76. membuat daftar isi/saksi/tersangka/barang
bukti;

77. melakukan pemberkasan dan penyegelan
(pengelakan);

78. mengonsep Surat Pengantar Pengiriman
Berkas Perkara/Surat Pengiriman
Tersangka dan Barang Bukti;

79. membuat tanda terima berkas perkara;

80. mengonsep Surat Penetapan/Surat
Penghentian Penyidikan; dan

81. membuat slide dan matrik.
b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan,

meliputi:

1. meneliti dokurnen Customs Declaration (CD);

2. meneliti dokumen Pemberitahuan Impor
Barang Tertentu (PIBT) ;

3. meneliti dokumen Pencacahan dan
Pembeaan Kiriman Pos (PPKp);

4. meneliti dokumen ekspor;

5. meneliti dokumen cukai;
6. memimpin pemeriksaan sarana pengangkut

laut;

7, memimpin pemeriksaan sarana pengangkut
udara;

8. meneliti kewajaran nilai pabean dalam
rangka verifikasi dokumen impor;

9. memimpin kegiatan patroli laut;
f 0. mengonsep Surat perintah Tugas

Penyidikan (SpTp) dan Surat
Pemberitahuan Dimulainya penyidikan
(sPDP);

11. membawa saksi dan membuat Berita Acara
Membawa Saksi;

L2. membawa tersangka dan membuat Berita
Acara Membawa Tersangka;

13. membuat ...
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13. membuat Berita Acara Pemeriksaan
Lanjutan dalam rangka memeriksa saksi;

L4. membuat Berita Acara Pengambilan
Sumpah Saksi;

15. membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi
AhIi;

16. membuat Berita Acara Pengambilan
Sumpah Saksi Ahli;

17. membuat Berita Acara Pemeriksaan
Tersangka;

18. membuat Berita Acara Pemeriksaan
Lanjutan dalam rangka memeriksa
tersangka;

19. menangkap dan membuat Berita Acara
Penangkapan;

20. menempatkan/mengeluarkan tahanan dan
membuat Berita Acara Penahanan/
Pengalihan Jenis Tahanan/Pengeluaran
Tahanan/Serah Terima;

2L menggeledah dan membuat Berita Acara
Penggeledahan Rumah Tinggal/Tempat
Tertutup lainnya;

22. menyita dan membuat Berita Acara
Penyitaan dan Surat Tanda Terima Barang
Bukti;

23. membuat Berita Acara Sifat dan Kondisi
Barangj

24. menyerahkan tersangka dan barang bukti
dan membuat Berita Acara penyerahan
Tersangka dan Barang Bukti; dan

25, menyerahkan dan membuat Berita Acara
Pengembalian Barang Bukti.

c. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, meliputi:
1. menerima laporan tedadinya tindak pidana;
2. membuat Berita Acara Konfrontasi dalam

rangka memeriksa saksi;

3. membuat Berita Acara Konfrontasi dalam
rangka memeriksa tersangka;

4. membuat Berita Acara penolakan
Penandatangan Berita Acara pemeriksaan;

5. menerima dan meneliti Surat Kuasa
Penunjukan Penasehat Hukum;

6. rnembuat...
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6. membuat resume sementara;

7. menerima risalah lelang;

8. membua[ Berita Acara Penerimaan Hasil
Lelang;

9. membuat resume pemberkasan;

10. membuat resume penghentian penyidikan;

11. membuat resume gelar perkara; dan

12. membuat bahan jawaban gugatan
praperadilan.

(2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai tingkat ahli, meliputi:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, meliputi:

l. mempersiapkan sistem untuk pemeriksaan
dalam rangka pemeriksaan barang secara
laboratoris;

2. melaksanakan pemeriksaan lanjutan
berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk
Indonesia dan membuat resume hasil
pengujian dan identifikasi barang;

3. melakukan verifikasi dokumen ekspor
untuk menganalisis kinerja eksportir, sistem
pelayanan dar,r pegawai;

4. melakukan verifikasi dokumen cukai
untuk menganalisis kinerja pengusaha

Barang Kena Cukai, sistem pelayanan dan
pegawaij

5. mengikuti pengarahan persiapan audit;
6. mengikuti pengarahan pelaksanaan audit

oleh PMA;

7. menJrusun dan menandatangani Rencana
Kerja Audit (RKA);

8. menJrusun program audit sesuai dengan
obyek audit;

9. memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee
sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan
pasal AO ayat (la)c dan Undang-Undang
Cukai pasal 39 ayat (la)c;

10. mengisi dan menandatangani formulir pakta
integritas;

11. menjelaskan maksud dan tujuan audit
kepada Auditee;

l2.melakukan...
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L2. melakukan peminjaman buku, catatan,
surat dan dokumen untuk penelitian;

13. menyerahkan surat pernyataan penyerahan
data audit kepada Auditee untuk
ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
atau yang mewakili;

L4. membuat konsep permohonan
perpanjangan batas waktu penyerahan data
audit 'dalam hal Auditee mengajukan
permohonan;

15. membuat konsep Surat Peringatan I;
16. menyerahkan dan membuat bukti tanda

terima penyampaian Surat Peringatan I;
17. membuat konsep Surat Peringatan II;
18. menyerahkan dan membuat bukti tanda

terima penyampaian Surat Peringatan II;
19. menyerahkan surat penolakan dan/atau

tidak membantu kelancaran audit untuk
ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
atau yang mewakili dalam hal Auditee atau
wakilnya menolak untuk diaudit atau
menolak membantu kelancaran audit;

20. menandatangani berita acara penolakan,
dalam hal Auditee atau wakilnya menolak
menandatangani surat penolakan dan/atau
tidak membantu kelancaran audit;

2I. menyimpan data audit sampai dengan
dikembalikan kepada pihak terkait;

22. melakukan pengujian terhadap pelaksanaan
Struktur Pengendalian Internal (SpI);

23. mengusulkan ruang lingkup audit kepada
PTA;

24. membuat
audit;

25. membuat

konsep perpanjangan periode

konsep
perpanjangan jangka waktu
audit (perpanjangan pertama) ;

26. membuat konsep
perpanjangan jangka waktu
audit (perpanjangan kedua) ;

membuat konsep permohonan
perpanjangan jangka waktu penyeleSaian
audit (lebih dari 9 bulan);

permohonan
penyelesaian

permohonan
penyelesaian

27.

28. menyerahkan ...
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28, menyerahkan surat pemberitahuan
pencacahan fisik sediaan barang dalam hal
dilakukan pencacahan fisik;

29. mengikuti pencacahan flrsik sediaan barang
dalam hal dilakukan pencacahan fisik;

30. menyetujui dan menandatangani Berita
Acara pencacahan fisik sediaan barang
dalam hal dilakukan pencacahan fisik;

3I. melakukan konfirmasi baik lisan maupun
tertulis' kepada pihak ketiga apabila
diperlukan;

32. memeriksa dan menyetujui KI(A yang dibuat
oleh Auditor;

33. melakukan konsultasi secara periodik
kepada PTA dan/atau pMA;

34. membuat berita acara serah terima
pekedaan dilampiri laporan kemajuan
pelaksanaan audit terakhir kepada pTA
dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim
audiU

35. membuat laporan kemajuan pelaksanaan
audit yang telah dilakukan kepada pTA;

36. melakukan tindakan pengamanan apabila
diperlukan;

37. menyetujui konsep dan menandatangani
BAPA dalam hal penghentian audit;

38. menJrusun konsep DTS;

39. melakukan presentasi DTS;

40. menandatangani DTS;

4L. melaksanakan pembahasan akhir;
. 42. membuat risalah pembahasan akhir;

43. menghadiri rapat penelaahan atas risalah
pembahasan akhir dalam hal diperlukan;

44. menyetujui dan menandatangani BAHA;
45. menyetujui konsep permohonan penelaahan

pembalrasan akhir;
46. membuat rekomendasi perlu/tidaknya

dilakukan kegiatan memeriksa keadaan
kegiatan usaha Auditee sesuai dengan
Undang-Undang Kepabeanan pasal g6 ayat
(la)c dan Undang-Undang Cukai pasal 39
ayat (la)c;

47 . membuat ...
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47. membuat rekomendasi perlu/tidaknya
diterbitkan Surat Peringatan I/Surat
Peringatan II;

48. membuat rekomendasi perlu/tidaknya
dibuat konsep surat dan/atau berita acara
penolakan dan/atau tidak membantu
kelancaran audit dalam hal Auditee atau
wakilnya menolak untuk diaudit atau
menolak membantu kelancaran audit;

49. membuat rekomendasi perlu/tidaknya
dilakukan prosedur konlirmasi secara lisan
dan/atau tertulis kepada pihak ketiga;

50. menrusun Laporan Hasil Audit (LHA); dan
51. menganalisa dan menyajikan data dan

informasi.

Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, meliputi:

1. meneliti dokumen impor;

2. melakukan verifikasi dokumen impor untuk
menganalisis kinerja importir, sistem
pelayanan dan pegawai;

3. memberikan pengarahan persiapan audit
berSama PMA kepada Ketua Auditor dan
Auditor;

4. mengikuti pengarahan pelaksanaan audit
oleh PMA;

memeriksa dan menandatangani RIG;
mengkaji dan merekomendasikan program
audit sesuai dengan obyek audit;

memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee
sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan
pasal 86 ayat (la)c dan Undang-Undang
Cukai pasal 39 ayat (la)c;

mengisi dan menandatangani formulir pakta
integritas;

melakukan supervisi kepada Ketua Auditor
dalam penilaian SPI Auditee;

mempresentasikan rencana pelaksanaan
audit mengenai ruang lingkup audit kepada
PMA;

mengkaji dan menyetujui konsep Surat
Peringatan I;

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. mengkaji...
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L2. mengkaji dan menyetujui konsep Surat
Peringatan II;

13. mengkaji dan menyetujui usulan
perpanjangan periode audit;

14. mengkaji dan menyetujui konsep
permohonan perpanjangan jangka waktu
penyelesaian audit (perpanjangan pertama) ;

15. mengkqji dan menyetujui konsep
permohonan perpanjangan jangka waktu
penyelesaian audit (perpanjangan kedua);

16. mengkaji dan menyetujui konsep
permohonan perpanjangan jangka waktu
penyelesaian audit (lebih dari 9 bulan);

17. mengkaji dan menyetujui konsep
permohonan perpanjangan batas waktu
penyerahan data audit dalam hal Auditee
mengajukan permohonan ;

18. memeriksa dan menyetujui KI(A yang
diajukan oleh Ketua Auditor;

19. melaksanakan supervisi dalam bentuk
konsultdsi di dalam pelaksanaan audit
kepada Ketua Auditor;

20. mengevaluasi realisasi RKA;

2L. membuat laporan kemajuan kepada pMA;

22. membuat berita acara serah terima
pekerjaan dilampiri dengan laporan
kemajuan pelaksanaan audit terakhir,
dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim
audit;

23. mengkaji dan menandatangani BApA, dalam
hal penghentian audit;
mengikuti presentasi DTS;

memeriksa dan menandatangani DTS;

melaksanakan pembahasan akhir;
menyetujui dan menandatangani risalah

24.

25.

26.

27.
pembahasan akhir;

28. menyetujui dengan membubuhkan paraf
surat permohonan penelaahan atas risalah
pembahasan akhir, dalam hal diperlukan;

29, menghadiri rapat penelaahan atas risalah
pembahasan akhir, dalam hal diperlukan;

30. menyetr-rjui dan menandatangani BAHA;

31. mengkaji...
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31. mengkaji dan menyetujui rekomendasi
perlu/tidaknya dilakukan kegiatan
memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee
sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan
pasal 86 ayat (la)c dan Undang-Undang
Cukai pasal 39 ayat (la)c;

32. mengkaji dan menyetujui rekomendasi
perlu/tidaknya diterbitkan Surat Peringatan
I/Surat Peringatan II;

33. mengkaji dan menyetujui rekomendasi
perlu/tidaknya dibuat konsep surat
dan/atau berita acara penolakan dan/atau
tidak membantu kelancaran audit dalam hal
Auditee atau wakilnya menolak untuk
diaudit atau menolak membantu kelancaran
audit;

34. mengkaji dan menyetujui rekomendasi
perlu/tidaknya dilakukan prosedur
konfirmasi secara lisan dan/atau tertulis
kepada pihak ketiga;

35. memeriksa dan menandatangani LHA;

36. mengevaluasi konsep dan menerbitkan
Surat Perintah Tugas Penyidikan dan Surat
Perintah Dimulainya Penyidikan;

37. mengevaluasi konsep dan menerbitkan
SP/SPM dalam rangka memanggil saksi;

38. mengevaluasi konsep dan menerbitkan
SP/ SPM dalam rangka memanggil
tersangka;

39. menyed.iakan Penasehat Hukum;

40. mengevaluasi konsep dan menerbitkan
Surat Perintah Penangkapan;

4I. mengevaluasi konsep dan menerbitkan
Suiat Perintah Penahanan/Surat Perintah
Pengalihan Jenis Tahanan/Surat Perintah
Penangguhan Penahanan/Surat Perintah
Pengeluaran Tahanan/ Surat Permintaan
Perpanjangan Penahanan/Surat Penitipan
Tahanan;

42. mengevaluasi konsep dan menerbitkan
Surat Permintaan Ijin Penggeledahanl Surat
Perintah Penggeledahan;

43. mengevaluasi ...
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43, mengevaluasi konsep dan menerbitkan
Surat Permintaan Ijin Penyitaan/Surat
Perintatr Penyitaan/Laporan Telah
Dilakukan Penyitaan;

44. mengevaluasi konsep dan menerbitkan
Surat Permintaan Ijin Pelelangan/Surat
Perintah Pelelangan/Penetapan Harga Limit
Lelang;

45. rnengevaluasi dan menyetujui resume dalam
rangka pemberkasan;

+6. mengevaluasi konsep dan menerbitkan
Surat Pengantar Pengiriman Berkas
Perkara/Surat Pengiriman Tersangka dan
Barang Bukti;

47. mengevaluasi konsep dan menerbitkan
Surat Penetapan/Surat penghentian

. Penyidikan;

48. mengevaluasi dan menyetujui resume dalam
rangka penghentian penyidikan ;

49. mengevaluasi dan menyetujui resume dalam
rangka gelar perkara; dan

50. mengevaluasi dan menyetujui jawaban
gugatan praperadilan.

Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, meliputi:
1. memberikan pengarahan persiapan audit

dan pelaksanaa.n audit;
2. menyetujui dan menandatangani RKA;

3. memeriksa dan menyetujui program audit
sesuai dengan obyek audit;

4. memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee
sesuai dengan Undang-Undang
Kepabeanan pasal 86 ayat (1a)c dan
Undang-Undang Cukai pasal 39 ayat (1a)c;

5. mengisi dan menandatangani formulir
pakta integritas;

6. menyetujui dan menandatangani usulan
perpanjangan periode audit;

7. menyetujui dan menandatangani konsep
permohonan perpanjangan jangka wal<tu
penyelesaian audit (perpanjangan pertama);

8. menyetujui dan menandatangani konsep
permohdnan perpanjangan jangka waktu
penyelesaian audit (perpanjangan kedua);

9. menyetujui...
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9. menyetujui dan menandatangani konsep
permohonan perpanjangan jangka waktu
penyeleSaian audit (lebih dari 9 bulan);

lO. menyetujui dan menandatangani
permohonan perpanjangan batas waktu
penyerahan data audit dalam hal Auditee
mengajukan permohonan ;

11. menyetujui dan menandatangani konsep
Surat Peringatan I;

L2. menyetujui dan menandatangani konsep
Surat Peringatan II;

13. menetapkan ruang lingkup audit;
L4. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan

audit dalam bentuk konsultasi di dalam
pelaksanaan audit kepada pTA dan Ketua
Auditor;

15. mengevaluasi realisasi RI(A;

16. mengevaluasi rearisasi pelaksanaan audit
sesuai program audit yang telah
ditentukan;

17. membuat berita acara serah terima
pekerjaan dilampiri laporan kemajuan audit
terakhir kepada Direktur Audit/Kepala
Iftnwil/Kepala Kantor pelayanan Utama
dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim
audit;

18. menyetujui dan menandatangani BAPA
dalam hal penghentian audit;

19. mengikuti presentasi DTS;

20. menyetujui dan menandatangani DTS;

27 - melaksanakan pembahasan akhir temuan
sementara hasil audit;

.- 22. menyetujui dan menandatangani surat
permohonan penelaahan hasil pembahasan
akhir dalam hal diperlukan;

23. menghadiri rapat penelaahan atas risalah
pembahasan akhir, dalam hal diperlukan;

24. menyetujui dan menandatangani BAHA;

25. memberikan...
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25. memberikan keputusan perlu/tidaknya
dilalsukan kegiatan memeriksa keadaan
kegiatan usaha Auditee sesuai dengan
Undang-Undang Kepabeanan pasal 86 ayat
(la)c dan Undang-Undang Cukai pasal 39
ayat (la)c;

26. memberikan keputusan perlu/tidaknya
diterbitkan Surat Peringatan l/ Surat
Peringatan II;

27. memberikan keputusan perlu/tidaknya
dibuat konsep surat dan/atau'berita acara
penolakan dan/atau tidak membantu
kelancaran audit dalam hal Auditee atau
wakilnya menolak untuk diaudit atau
menolak membantu kelancaran audit;

28. memberikan keputusan perlu/Lidaknya
dilakukan prosedur konfirmasi secara lisan
dan/atau tertulis kepada pihak ketiga; dan

29. menyetujui dan menandatangani LHA.

(3) Pemeriksa Bea dan cukai yang melaksanakan
kegiatan pengemb€Lngan profesi dan pendukung
kegiatan Pemeriksa Bea dan cukai diberikan nilai
angka kredit sebagaimana tercantum clalam
Lampiran I bagi pemeriksa Bea dan cukai tingkat
terampil dan Lampiran II bagi pemeriksa Bea dan
cukai tingkat ahli yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

(41 Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan
. Menteri Pendayagunaa.n Aparatur Negara Nomor

32/KEP/M.PAN/3 l2OO3 renrang Jabatan
Fungsional pemeriksa Bea dan cukai dan Angka
Kreditnya diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 2g diubah seluruhnya sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 ...
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Pasal 23

(l) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, pengangkatan pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional pemeriksa Bea dan Cukai
dilaksanakan sesuai formasi yang ditetapkan oleh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan
tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Formasi Jabatan Fungsional pemeriksa Bea dan
Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dan didabarkan pada analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

(3) Bea dan Cukai didasarkan pada indikator, antara
lain:

Target Penerimaan Negara dari bea masuk,
cukai, pajak dalam rangka impor, dan
penerimaan negara bukan pqiak lainnya.
Perkembangan perekonomian nasional dan
peningkatan volume perdagangan internasional;
Penggunaan teknologi informasi; dan
Perkembangan modus operandi pelanggaran di
bidang kepabeanan dan cukai.

(4) Rincian Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur lebih 

lanjut oleh Menteri Keuangan.

5. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB
dan I (satu) Pasal yakni BAB VIIIA dan pasal 25A yang
berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
PENDIDII(AN DAN PELATIHAN DAN KOMPETENSI

Pasal 25A

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme, pemeriksa Bea dan cukai yang
akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi,
harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
penjenjangan atatr uji kompetensi.

(2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan
penjenjangan atau uji kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
Menteri Keuangan.

b.

c.

d.

6. Di antara ...



-22-

6. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan I (satu)
pasal, yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan
Peraturan Menteri ini telah dan masih
melaksanakan tugas di bidang audit kepabeanan
dan cukai berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang dapat disesuaikan/diinpassing dalam
Jabatan Fungsional pemeriksa Bea dan Cukai
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai tingkat terampil harus
memenuhi syarat:

1. berijasah paling kurang Diploma III (DIII);

2. berpangkat paling rendah pengatur golongan
ruang II/c;

3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

4. mengikuti dan lulus uji kompetensi;

5. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
dan

6. memiliki pengalaman dibidang audit
kepabeanan dan cukai paling kurang 1 (satu)
tahun.

b. Pemeriksa Bea dan Cukai tingkat ahli harus
memenuhi syarat:

1. berijasah paling kurang Sarjana Strata I
(Sl)/Diploma IV (DIV);

2. berpangkat paling rendah penata Muda
golongan ruang III/a;

3. nilai prestasi keda paling kurang bernilai
baik dalam l (satu) tahun terakhir;

4. mengikuti dan lulus uji kompetensi;

5. berudia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
dan

6. memiliki pengalaman dibidang audit
kepabeanan dan cukai paling kurang 1 (satu)
tahun.

(2) Angka ...
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Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/
inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea

dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
bagi Pemeriksa Bea dan Cukai tingkat terampil dan
Lampiran IV bagi Pemeriksa Bea dan Cukai tingkat
ahli yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak
Peraturan Menteri ini berlaku.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan
pengundangan Perahrran Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Apnl2Ol3

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESI4,
ttd

(2)

(3)

, AZWAR ABUBAKAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2OL3

MENTEzu HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI.A
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESI.A TAHUN 2OL3 NOMOR 696

PANRB

Imanuddin
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I"AMPIRAN I: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPI.JBLIK INDONESI,A
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTEzu
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR
s2ll<EP/M.PAN/3/2003 TEMANG JABATAN FUNGSTONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITI{YA

RINCIAN KTGIATAN
JABATAN FT'NGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CI'KAI DAN ANGKA TRTDITISYA TINGI(AT TERAMPIL

.niti.
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:r:,: ' ,aSI ;l.,lt 6:4.: i'itf:{l r:,'it +-:ll{:.

I Pendidikan A. Pendidikan sekolah dan
memperoleh lj azah / gelar

I Diploma III lia"ah 60 Semua Jenjang

B. Pendidikan dan pelatihan
tungsional di bidang
kepabeanan dan cukai dan
memperoleh surat .anda
tamat pendidikan dan
pelatihan

I Lananya lebih 960 ian Sertifikat l5 Semua Jenio.g
2. Lananya antara 641 s/d 96O iam Sertifikat 9 Semua Jenians
3. Lananya antara 481 s/d 64O iam Sertifikat 6 Semua Jenio-q
4. Lamanya antara f 6l s/d 48O jam Sertifikat 3 Semua Jeniane
5. L€marrlla antara 8l s/d 160 iF- SertiEkat 2 Semua Jenjang
6. Lamanya antara 3O s/d 80 jam Sertifikat f Semua Jenjgng

n. Pemeriksean bea
dan cukai

A. Penerimaan dokumen I Menerima dokumen impor lO Dokumen o,005 PBC Pelaksana
2. Menerima dokumen ekspor l0 Dokumen o,oo4 PBC Pelaksana
3. Menerima dokumen cukai l0 Dokumen 0,004 PBC Pelaksana
4. Menerima dokumen penganekutan barang lO Dokumen 0,003 PBC Pelaksana
5. Menerima dokumen di laboratorium 10 Dokumen 0,033 PBC Pelaksana

B. Penelitian dokurnen I Meneliti dokumen Customs Declaration (CDl l0 Dokumen o,o14 PBC P. Laniutan
2. Meneliti dokumen Pemberitahuan Impor Barang Tertentu PIBT) lO Dokumen 0,019 PtsC P. Laniutan
3. Meneliti dokumen Pencacehan dan Pembeaan Kiriman Pos PPKPI l0 Dokumen o.ol4 PtsC P. laniutan
4. Meneliti dokumen ekspor lO Dokumen o.ol2 PBC P. Ianiutan
5. Meneliti dokumen cukai l0 Dokumen 0,014 PtsC P. I€dutan

C. Pemeriksaan barang I Mendeteksi barang dengan merrggunakan Hi-Co Scan X-Ray
1l X-Rav Container lO Container 0,01 PBC Pelaksana
2) X-Ray Bagasi l0 laporan

Pengamatan
o,033 PtsC Pelaksana

2. Memeriksa fisik barans inrpor l0 Dokumen o,o47 PBC Pelaksana
3. Memeriksa fisik barang ekspor l0 Dokumen 0.051 PBC Pelaksana
4. Memeriksa fisik Barans Kena Cukai (BKC) dan Pita Cukai lO Dokumen 0,038 PBC Pelaksana
5. Memeriksa barang secara laboratoris tinekat awal: lO Jenis Barane o.o2 PBC Pelaksana
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2f Melaksanakan pemer&saan?F

.r, MeraKsanekqll pemeriksaan kimia Esika

fO Tindakan
Penguiian

0,05 PtsC Pelaksana

r0 Tindakan
Pengujian

O,Os PtsC Pdaksana
D. Pemeriksaan badan t.

2-

ruqusEAu @ uerryeteK$ PenuBpang

Melaksanffi

fO Iaporan
Peneamatan

0,057 PtsC Pelaksana

E. Pemeriksan s,uana
pemgangkut

1.
ru {Jrang o,oL7 PtsC Pelaksana

IruEarEAur lO Sarana
Pengangkut

O,l5 PBC P. r.njuan
2. PcuBautKur, uqara l0 Sarana

Pengangkut
0,075 PBC P. I€njutan

3. yllgEr^-€dr uata PsnganEr<uE laut fO Sarana
Peogangtcut

o,06 PBC Pelaksana

4. Melaksanakan pernerik-aan sarcnt penfiffi lO Sarsra
Penganglnrt

0,03 PBC Pelalcsana

F. Pemeriksaan bangunan
dan instalasi

I uo"6qrrar/r-r.urtst paqa rcmpaf perumbtrnrn Berikat
tempat perrimbunan sementara di luar pelabuhan, serta bangun* 

"t"i!.-.p3! lain ya$ penyelenggaranya dengan iiin Drektorat dderi ataioen$ Da.rang dr bau/ah penga\pasan oabean-

B€rita Acaa 0,008 PtsC Pelaksana

2. @u paqa paonr<, rempat peol4mpangn etialkglol, tempat penjualan eceran, serta bangunan atau t€mpat lairuntuk memproduksi, menimbun, ataupun menfual BKC.

Berita Acara 0,0t2 PBC Pelaksana

G. Verifikasi dokumen I
PUI

-, .t.bresq sw&'Eepdr, vuulas, Keoenaran pgng'sFn, perhihrngar
_. plng*tgg imqor dan klasifl<asi baratg.
2) Meneliti kewajaran nitai pabean-

lO laporan o,ol PtsC Pelaksana

ru Laporan 0,015 PBC P. L^anjutan
2.

.Lv:-.sl/qr, vdqqr, nrucnitfan pengr$an, pernrnmgal
pungutan ekspor dan ldasifikasi barang. lO laporan 0,004 PtsC Pelaksana

3. qrurqang cuKan

perenglap ohu t"ui.#' n5'T:i#i; ;:ffin :E"ff;#,"f; A:q:Tqyk$, masa berlaku pita dan pesanari pitil d"r"--rangfo dt"yr;di bidang cukai.

lO Laporan 0,005 PBC Pelaksana

H. Audit kepabeanan dan
cukai

t Persiapan Audit:

-, -,.v..5g.5t,wr ssvr&u awa uaIaIIl fangr<a au(uf
2t M.-oi

Kertas Kerja o,o92 PBC Pelaksaaa
Daftar Hadir 0,008 PBC Pelaksaaa
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';3.[ ..3) Mengikuti pengarahan pelaksanaan@
(PMAI

5
Daftar Hadir 0,004 PBC Pelaksana

2.

I

Pelaksanaan Audit:

ll Memeriksa keadaan kegiatan usana@
Undan-g, Kepabeanan pasal 86 ayat (latc aan Unaang_Uid@g Cuk;
pasal 39 ayat (lalc.

Berkas 0,008 PBC Pelaksana

2) Mengisi dan menandatangani@ Formulir o,oo2 PBC Pelaksana3) Melakulon wawancara dengan Auditee. BeritaAcara 0,096 PtsC Pelaksana4f Membuat konsep sura
peninjanan/penge@balian buku, catatan, surat dan dokumen untul
penelitian.

Surat 0,0@ PtsC Petaksana

5f Meneliti kelenglapan data audit. Kertas Kerja 0,140 PtsC Pelaksana6f Membuat konsep suratpern@ Surat o,004 PtsC Pelaksana/, Membuat kons€p surat dan/atau berita acara penolakan dan/atal
tidak membantu kelancaran audit dala' hal euditee atau watirny
menolak untuk diaudit atau E€nolak membanhr kelmcaran audir

Surat 0,0o4 PBC Pelaksana

8l Menandatangani berita acar
walcilnya pslolak surat penolakan AanTatau tiAat
menbantu kelagcaran audil

Suat/
Berita Acara

0,o04 pBQ pslaksena

9) Membuat konsep surat pem
barang dalan hd dilalrukan pencacahan fisik . .

0,004 PBC Pelaksana

l0) Melakukan pencacatran fisik
pencacahan fisik

Berita Acara o,o44 PBC Pelaksana

l l) Membuat konsep dan menandatangani@
sediaan barang dalam hat ditakukan pencacahan fisilc

BeritaAcara 0,008 PBC Pelalsana

12) Membanhr Ketua Auditor untu
apabila diperL'kan.

Berita Acara 0,008 PBC Pelaksana

13) Membuat Kertas Ketl'a A
telah dilakukanova unnrk diserahkan keoada Kitua nuait ,r- - Kertas Kerja 0,196 PBC Pelaksgna

14) Mengikuti presenrasi Daftar i@ Dafta Hadir 0,008 PBC Pelaksana
lSf Membuat laporan t<enaiuan

dilakukannya untuk diserahkan kepada Ketua Auditor.
Surat/

BeritaAera
0,004 PtsC Pelaksana

16l Membuat terita acara
laqgran- kemajuan pelaksanaqr audit teralrhir, dalai hal terjh
pelimpahan tugas rin audil

Surat/
BeritaAcara

o,oo2 PBC Pelaksana

l7) Menyiapkan data dan *ut aaam pemUalasan amir. Kertas Kerja 0.008 pBC petaksana
18) Membuat konsep Berita Acara Hasil Audit FAHAI. Berita Acara 0,004 PBQ Pglaksanq
19) Menandatangani BAHA. Berita Acara o,oo2 PBC Pelaksana
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20l, mbahasan akhir
,., !.:a . e=, .7
Surat 0,o(x PBC Pelaksana2tli"lg"S"ql r"o",0".

hal diperlukan.
Daftar Hadir 0,008 PBC Pelaksana

6vr.*p 4rrq dr6 rcng,o.eEuan Auolt' (tlAl,Ar. Berita Acara 0,004 PBC Pelaksana
!..qfru44t6rsu B€rita Acara o,oo2 PBC Pelaksana

:'.-.-?:-65-4. svArryEu lEr6uraart auqlt yang ornasru(an oleh Tir
Au(ut l(e d,alam sisteE aptikasi administrasi audil

Berlss 0,004 PBC Pelaksana

.ur..bsr.EEq N As rrFrarn sls|.qUl aprrKFst ednrnrstl'asil audil Berkas 0,004 PBC Pelaksna.rre'Eqlry.*r suuuElsl seoagan DFnen penlusunan rekomendas
perlu/tidaknya dilakukm kegiatan men-e*L"a keadaan k"d"t",usha Auditee sesuai dengan Un{ang-Undang Kepabeanan p"tAt
ayat (lalc dan Undang-Undang C\rkai pasal Se a1"a:t 1talc

Kertas kerja o.oo4 PBC Pelaksena

27) Mengumpulkan informas se-agai babanT€n]'usunan ret<omenErsperlu/tidaknva diterbitkan surat perineata; l/Surat perinsaren rr
Surat 0,004 PBC Pelaksana

28)Mengumpf**r -perlu/tidaknya dibuat konsep surat dan/atau berita acara pe;i;k",
dan/atau tidak membantu kelancaran audit dalam rra au'otee atar
wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membanhr kelancarar
audit.

Kertas kerja 0,0(x PBC Pelaksana

29)|aen_gumpufkan inlb
konfirmasi secara lisan dan/ateu terfirlis ki-o,ro nihatz t--+:-^ Kertas kerja 0,004 PBC Pelal<sana

nt. Pencesahan dan A. Pengolahan informasi t

t.
,.

pen5ndikan uE.rE,vr4 qara qall truoflD,asl

ffi laporan o,otz PBC Pelaksana

B. Pelaksanaan patroli
lqForan o,or2 PBC Pelaksana

Pau ss laporan 0,28 PBC P. Laniutanr,.v.q^qr@ as6,rq|il Plluou tauf

-

Persiapan penyidikan
Laporan o,tt2 PBC PelaksanaC. Pelaksanaan penyidit<an I

U Menerioalaporant@
l,arnran 0.013 PBC Peoyelia.2) Mengonsep Surat eerintatr

Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SFDfl Surat o,007 PBC P. Iamjutan
2.

-, .qesEvuwp oqr4r rotBuan [Drr/Durat penntah Membarva (spM
dalam rannka memanegil saksi

2l Mc
Surat o,003 PBC Pelaksana

@au rarEEuua.IrtBu saKsl Surat 0,008 PBC Pelaksana

'rcara 
MeEoawa saksr Berita Acara o,0r7 PBC P. lanjutan
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3.

s 7
rSAa

o.oos
I ) Ivlengonsep sp/SpNt aaumffi

Surat
? Menyampaikan Surat fanggilAGrsan@ PBC Pelaksana

Srrrat 0,oog PBC Pelaksna3) !{embawa Tersangka aan
Tersangfu Berita Acara o,ot7 PBC P. r ^'\jutan

4-

2) MembuatBeritaAcara p@ Berita Acara 0.011 PBC Pdalcsana
Berita Acara 0,017 PtsC P. Laniutanrcutefllstaan [oDlrontasl Berita Acara o,o5 PBC Penyelia
Berita Acara o,o(z PBC P. Laniutan5. Memeriksa saksi ahli

DAKST Anll Berita Acara o,o3 PBC P. l-aniutanrcngaruDuan numpan uakst Ahli Berita Acara 0,011 PBC P. Lanjutan
6. Memerrksa tersangka

-, .trvsvsqf ur.rq nl4a rr&efr(si{lan lersang;Ka Berita Acara 0,041 PBC P. Ianiutan
LAnJUtan Berita Acara 0,034 PBC P. lanjutan

Berita Acara o,o3 PBC Penyelia4)' 'Mernbuat Berita Acara eenoU<
Pemeriksaan u€nta Acara 0,0I5 PBC Penyelia

7.
rcnunJuKan Fenasehat Hukum

Menangkap tersangka .
Surat o.ot5 PBC Penvelia

-, -r.v..bvgwl, vgrq! f Eru|4r rcrruEKapalr iDr4
z, Menangt<ap dan membuat Berita Acara penangkapan

Surat 0,004 PBC Pelaksana
Berita Acara 0,065 PBC P. Laniutanv, r'rvrrjqlJ4A4l Lstuullsall Duraf rennren l,pn9nrkanah Surat 0,005 PBC Pelaksana8. Menahan tersangka

l) Men-gonscp t,r", t
Jenis lahanan/Surat perintah penangguhan pe"ahana"Tsu;
loi"trh Pengeluaran Tahanan/Surat Fermintaan i"rfiF;;
Penahanan/Surat Penidpan Tatranan.

Surat 0,004 PBC Pelaksana

.*u.qy4@/ursuEquartsan rananan qan meEbuat B€rita Acaft
Penahanan/Pengalihan Jenis Tatranan/pengeluaran Tahanan/seri
Terima

B€rita Acara 0,017 PBC P. Lanjutan

4f Membuat resume sementara
ren€ulanaII Surat 0,003 PBC Pelaksana

[.aporan 0,06 PBC Penyelia
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9.

lo.

t vretan "5 6 ..:? 
:

1) llenCorlsgp Surat permi"
Penggeledahan) Surat 0,003 PBC Pelaksana

'.e'86,q@ @r ruerrlouar Eenta Acara penggeledahan RuDal
Tinggal/ Tempat Tertutup lainnya Berita Acara o,o2 PtsC p. r-njuto,
.r.w.Eu@ sar uruuuar u€rrta Acara Fenggetedalran Saranl
Penganglut Berita Acara 0,008 PtsC Pelaksana

rspqr AsJ4qal rerKElra (latr mgmouat Berita Acari
Pemotretan Tempat Kejadian perkara Berita Acara 0,006 PtsC Pelaksana

lEryr@r
t) Menggns€p surat - Permintaan @Penyitaan/laporan Telah Ditakukan penyitlan $rrat 0,004 PtsC Pelaksana

_, .r.srJrq sr ruquuaL rrlul. .rrcara renytaan datr b\rrat Tandi
Terima Barang Bukti

Berita Acara o,ol8 PBC P. L€njutan
3) Menyegel O- -"-Ot

Barang Elukti
Berita Acara 0,006 PBC Pelaksana

.,rwuJ4l,4, uqEtsrsLrr qan l[elaoet oafang bul(ti Lab€l o,0l PtsC Pelaksanall Melelang barang bukti
l) rylgngonsep Slur

Pelelangan /Penetapan Harga Lirrit l.elang 
- Surat 0,03 PBC Pelalcsana

nonqtsl Earang Berita Acara 0,007 PBC P. lamiufanrsra rE, Berita Ac€ra 0,009 PBC Penvelia
-, r'rL4uqar Erq rEara reneruuaan Hasu Lehng
S1 tvtemUu

Berita Acara o,ol2 PBC Penyelia
Berita Acara 0,003 PtsC Pelaksanat2.

o4yqr Pcfi(ara Surat 0,001 PBC Pelaksana

3) Membuatdaftari$/@

-

4l Mera

Laporan o,o7 PBC Penvelia
laporan 0,003 PBC Pelaksana

13.
erkas Perkara o,008 PBC PelalcsanoElEMqal uara,ug outfil

' F;Gilx r";;b;Tf,THdTffian t'erkas Perkara/sura Surat
0,003 PBC Pelaksana

ta oerKas PerKara

Penyerahan Tersangka dan Barang -Bukti

Tanda Terima o,001 PBC Pelaksana
Berita Acara

0,03 PBC P. I ^rrjuren
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15.

;5 :.. i 6',' i,,
ll Meneonseo Surat Pmetanan /S,,'ffi

Surat 0,006 PBC Pelaksana
Iaporan o,o7 PBC Penyelia

rengeruoauan EaraD
Melakukan gelar perkara

g BuIfti Berita Acara 0,015 PBC P. I qniqtan

l) Membuatresume Iaporan o,o7
0,009

PBC Peovdira2l Mmbuat slde dan matrik
Menghadryi praperadil,an

-

Membuat bahan jawaban gugatan
Mamhti6t D^F'^ 6,1:^ rt----- :l-i-

Slide/Matrik
16. PBC Pelaksana

Suratv. Penggnbangen
profesi

A Pembuatan karya tulis
dan/atau lcarya ilmialh 6;
bidang kepabeanan dan
cukai

0,065 PBC Penydia
-EJq sgscrsJo- 

^4. |En psueuuan, pengKqltan, survai
dan atau evaluasi di bidaog kepabeanan d;n cul@i y;g d;p"'btik;"fl.;,

yzng (ureroru(an oan drectarkan secara nasional Bukr,r t2,5 SemuaJenjang2) aaum-ajaat@
Naskah 6 Semua Jenjang2. Membuat karya tulis/karya 

'qiahdan atau evaluasi di bidang kepabeahan dan-t"ri;'6;-;d;
dipublikasikan:

Senua Jenjang
l) dalam benhrkbuku

ffi Buku 8
\[ekaleh 4 Semua Jenjarrg .

3. -rJq tggrrMJq |JJuu uErupa unJauan atau Ulasan rtmial.
B*il gagasan sendiri di bidang k?paUeanan dan 

"ukai y""t
dipublikasikan:
-, ess vvgrsA vsu Jqr5, ulsf urtror qan (ueoarKan secara naslonal
2l d,alamn

Buku I Semua Jeniane
Naslgh 4 SemuaJenjmg4. Membuat karya tulis/karya itmiarr uenrfia@,uan atau urasan irmiar

hasil gagasan sendiri di bidang kepabeaaan dan cukai yarrg tlaaf.
dipublikasikan:

IJUIRT 7 SenuaJenjang
Mat<alah 3,5 Seiuua JenjangB. Penrmusan pilonan

pengembangan sist€m
kepabeanan dan cukai

I
Pedoman 2,5' Senua Jenjang

2. Bersifat penyempurne en Pedoman
1,5 SeinuaJeojangC. Peneq'emahan/ penyaduran

buku dan atau karya ilmiah
di bidang kepabeanan dan
cukai

,yrLuurJEueJJ@/u€Irya(IurKan ouKu atau karya ,lmiah di bidaal
kepabeanan dan cukai yang dipubtikasil6l,

Huku
7 SmuaJenjang

4ruF'ar |Iuu yarrg quu<ur oren LIrI Naskah 3,5 SemuaJenjang
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NO

I 2 3 4 o 6 7
2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidanl

kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikesikan:
l

il dqlam bentukbuku Buku 3,5 SemuaJenjang
2) dafambentukmakalah ffiakelah 1,5 SemuaJeniane

v. Pendukung
kegiatan
Pemeriksa Bea
dan C\kai

A Pengajar/pelatih di bidang
kepabeanan da. cukai

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dibidant
kepabeanan dan cukai

lqm 0,030 SemuaJenjeng

B. Peran ssft4 dalam seminar/
lokalcarya/ konferensi

Mengikuti seninar/lokakarya/konferensi sebagai

1 Pemrasaran Kali 3 SernuaJeniane
2. Moderator/pembahas/nara sumber Kali 2 SemuaJeniane
3. Peserta Kali I SemuaJeniang

Keanggoteen dalam
organisasi profesi

Menjadi anggota orgenisasi profesi di:
I Tingkat lnternqsional/Nasional sebagai:

l) PengurusAktif Tahun t SemuaJenjqng
2) AnecotaAktif Tahun 0,5 SemuaJenjang

2. Tingkat Propinsi
1) Pengurus Aktif Tahun O,25 SemuaJenimg
2) AnesotaAktif Tahun o,l5 ueng

D. Keanggotoan dalam Tim
Penilai Jabatan Frrngsional
PemeriksaBeadan Cukai

Menjadi anggota Tim Penitai Jabatan.F'ungsional Pemeriksa Bea rlan Cuka
secara aktif

Tahun 0,5 SemuaJenjang

E. Perolehan piagam
kehormatan

Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya lancanan Karya Satya
1. 30 (tiga puluh tahun) Tandajasa 3 SemuaJenians
2. 20 (dua puluh tahun) Tandajasa 2 Semua Jenians
3. l0 (sepuluh tahun) Tandaiasa I SemuaJenians

F. Perolehan gelar
kesarjanae. lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan lafu11ys yang tidak sesuai dengan bidang tugas
l. Sarje.a (Sll/DiPloma w (DM Gelar/Iia?qh 5 SemuaJenjeng
2. Diploma Itr @)arlliazqh 3 SemuaJenia.g

A9!!rraA!
-ofoV'413*7" 

v,
v";

dengan aslinya
PANRB

dan

MENTERI PENDAYAGUNAAI\T APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPI.JBLIK TND ONESI.A,
ttd

Imanuddin

AAMAR ABUBAKAR



-1-

I"AMPIRAN II: PERATTJRAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORI4A,SI BIROKRASI REPt'BLtrK INDONESIA
NOMOR T8 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR
32lr<EplM.PAN/3/2003 TENTANG JABATAN FUNGSTONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITI{YA

JABATAN FT'NGSIONAL PEMERIITSA Hffi ffiNH" ANGKA KREDITITYA TINGKAT AHLI

.lto
-I:7:
Eiqr'

-1"11i',

-; ,,..'ifp$ , ,i' ';' t$$i.j
''I ,:2:: :r : ,i :i'r,--+;iili

:.:.if1_1l1li: .,+ , ::' ,6
I Pendidikan A. Peadidikan sekolah dan

memperoleh ijazeh I gelar
I Doktor li4"ah 200 Semua Jeniane
2. Pasca Sarjana liazalr 150 Semua Jenians
3. Sariana (Sl)/ DiplomaIV (DM Uaz.fr lo0 Semua Jeniang

B. Pendidikan dan pelatihan
tungsional di bidang

I Lemanya lebih 960 jam Sertifikat l5 Semua Jenians
2. Lsmanya antara641 s/d 960 iarn Serti6kat 9 Semua Jenjang

Kepaoe4nnl oan cuKat dan
memperoleh surat tanda
tamat p€ndidikan dan
pelatihan

3. lamanya antara 481 s/d @Oiam Sertifikat 6 Semua Jeniane
4. l.amanya antara 161 s/d 480 jam Sertifikat 3 Semua Jeniang
5. Lamanya antara 8l s/d 160 jbm Sertifikat 2 Semua Jeniang
6. lamanva antara 30 s/d 8O iam Sertifikat Semua Jeniane

II. Pemeriksaan
bea dan cukai

A. Penelitian dokurnen Meneliti dokumen impor lO Dokumen 0,o45 PBC Muda

B. Pemeriksaan dokumen Memeriksa barang secara laboratoris, tinglat lanjut:
Mehviapkan sistem untuk pemeriksaan Dokumen o,o24 PBC Pertama

2. Melaksanakan pemeriksaan lanjutan berdasarkan Buku Tarif Bea Masu!
Indonesia dan membuat resume hasil pengujian dan identifikasi barang

l0 Tindakan
Pengujian

0,1 58 PBC Pertama

C. Verifikasi dokumen I Melakukan verifikasi dokumen impor
Melakukan analisis kineft'a importir, sistem pelayanan dan pesawai lO laooran 0,025 PBC Muda

2. Melakukan verifikasi dokumen ekspor
Melakukan analisis kineria eksportir. sistem oelavanan dan oesawai lO laporan 0,008 PBC Pertama

3. Melalukan verifikasi dokumen cukai

Melakukan analisis klnerja Pengusaha Barang Kena Cukai, sistem
pelayanan dan pegawai

10 Laporan 0,008 PBC Pertema

D. Auditkepabeanandan
cukai

I Persiapan audit

ll Mengikuti pengarahan persiapan audit Daftar Hadir 0,030 PBC Pertama
2| Mengikuti pengaratran pelaksanaan audit oleh PMA. Daftar Hadir 0,olo PBC Pertama
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aat:' ;{bAilEFF ffi3) Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RI( Kertas Kerja 0,010 PBC Pertama
4) Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit. Kertas Keda 0,030 PBC Pertama
5) Memberikan pengarahan persiapan audit bersama pMAkepada fetua

Auditor dan Auditor.
Kertas Kerja 0,040 PBC Muda

6) Mengikuti pengaratran pelaksanaan audit oleh plvtA. Daftar Hadir o,v2o PBC Muda
4 Memeriksadan menandatangani RI(i4" Kertas Keria o,o2o PBC Muda8) Mengkqii dan merekomendasikan program audit sesuai dengm obyE

audit.
Kertas Kerja

0,040 PtsC Muda

e) Memberikan pengaratran persiaFan audit dan pelaksanaan audiL Kertas lGrja 0,060 PBC Madya
lO) Menyehrjui dan menandataneani Rl(A- Kertas Kerja 0,015 PBC Madya
I l) Memeriksa dan menyetujui progran audit sesuai de-gm ob5rek audil Kertas Kerja 0,030 PBC Madya

2. Pelaksanaan Audit
lf Memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan undang-

Undan_g Kepabeanan pasal 86 ayat (la)c dan Undang-UnAang cut<ai
pasal 39 ayat (la)c.

Kertas Kerja 0,010 PBC Pertama

2) Meagisi dsn senendatqngani formulir pakta integritas. Formulir o,oo5 PBC Pertama
3) Menjelaskan maksud dan tujuan audit kepadaAuditee. Surat o,o1o PBC Pertama
4) Melakukan peminjarnan buku, catatan, surat dan dokumeo untult

penelitian.
Surat

0,130 PBC Pertama

5) Meny-erahkan surat pemyataan penyerahan data audit kepada Auctitet
unruk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakiti.

Surat
0,005 PBC Pertana

Ol \temUuq! konsep permonoo"o p"tp"trjat gao batas wattu p*y"rrlr*
data audit dalam hal Auditee mengajukan permohonan. Surat 0,010 PBC Pertama

7l Membuat konsep Surat Peringatan I. Surat 0,010 PBC Pertama8) Menyeratrkan dan membuat bukti tanda terima penyamp.irn S"ra
Peringatan I. Surat o,005 PBC Pertama

9) Membuat konsep Surat Peringatan II. Surat o,ol0 PBC Pertama
lo) Men}uahkan dan menrbuat bukti tarrda terima penyampdan sllrat

Peringatan II. Surat 0,005 PtsC Pertama

I l) Menyerahkan surat penolakan dan/atau tidak membsrfir kelancaran
audit untuk ditandatangani oleh pimpinan pe.rusahaan atau yang
mectakili dalam [6[ fi11ditee atau wakilnya menolak unhrk diauOtital]
menolak membantu kelancaran audil

Surat o,olo PBC Pertama
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12) Menandatangani I
wakilnya menolak
membanhr kelance

,enra acara penotakan, dalarn hal Auditee atau
menandatangani surat penolakan dan/atau tida}
ran audit.

Berita Acara

Kertas Keda

0,005 PBC Pertama

l3l Menyimpan data audit sampai dengan a*.-U"lit * Gp.a"lil"t
tef,kaiL o,020 PBC Pertama

a, ru%utrlrr pcuguJran rcrnaoap pelalsanaan Stnrktur pengendalian
Internal (SPl.

Kertas Kerja
o,120 PBC Pertama

^r, rv.ssEuil![trrl rueng rlngl(up audrt r<gpada pTA

16| Membuat konsep perpanjangan periode audit.

Kertas Kerja

Surat

0,020 PBC Pertama

0,010 PBC Pertama
r ry tue[louar. Konsep permohonan perpanjangan jandca wakhr

penf,elesaian audit (perpanjangan pertimil.
l8fMembuat. konsep peraohonan pm

penyelesaian audit perpanjangan kedu6. 
-

Surat

Surat

0,010 PBC Pertana

o,or0 PBC Pertama

tt ryrruu_qar- Konsep pennohonan perpanjangan jangka waktu
penyelesaian audit 0ebilr dari 9 bulani. - Surat o,ol0 PBC Pertama

-v, rvrcuJqru surar peuloenFhuan perrcacahan 6gi[ 5grtiaan baranl
dalatr hql ditakukan pencacahan fisili.

Surat o,005 PBC Pertama

arrrvr'r.qr qq pcucacanan usx seoraen barang datam hal dilakukar
pencacahan tisik.

Berita Acara o,lto PBC Pertama

zzt rvrc!'ycruJur oan menauldatangani Berita Acara perrcacahan fisil
sediaan barang dalan hal dilafcukan pencacahan fisik.

Berita Acara o,or0 PBC Pertama

zo, vrer€u<uKan KoturnDasl Dark ltsan maupun terhrlis kepada pihak ketiga
apabila rliperlukan. Surat/

Kertas Keria
o,0lo PBC Pertama

.r, ryrssErKria san EenyeruJur Kful yang dtbuat oleh Auditor. Kertas Kerja 0,230 PBC Pertama
zo, MeraKuKan Kon$Itasr secara periodik kepada pTA dan/atau pMA Berita Acara o,030 PBC Pertama
261 Membuat berita acara serah terima pekerjaan dlt"-pt i l"p**kepduan pelaksanaan audit terakhir kepada nra aafari naflllaE. pelimFahan tuSas tim qudig

Berita Acara o,0lo PBC Pertama

27) Membuqt_laporan kemqiuan peraksanaan audit yang tel"t drrrkukan
kepada PIA"

Surat/
Berita Acara

o,020 PBC Pertama

_v, .!rv.gls. qrqgMr prrrx,uallan qpaoua orpeflrrKan. Berita Acara 0,0r5 PBC Pertama27, rvrsrrJcruJur r(ons€p oan rnenandatangani BAPA f,aram !41 perrglentian
audiL Berita Acara 0,005 PBC Pertama

ou, vrenJrusuD Konsep D'l-:J. Kertas Kerja o,350 PBC Pertama
, ruelars.lKan presentasl LrTS. Kertas Kerja o,o20 PBC Pertama

rz, $renanoafangaru Lr-rD. Kertas Kerja 0,00s PBC Pertama

I
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33) Melak*

34) Membu

35, l,!""gbt
hal dipr

::--lt-: ' (;',::, i r21;:t.a..:7 ::!a

at risalah pembahasan akhi
Kertas Kerja 0,070 PBC Pertama
Kertas IGt'a 0,o20 PBC Pertmadj{ rapat penelaatran atas risalah p"-U"rr"*EFIG

rrlukan. Daftar Hadir o,o20 PBC Pertama

su, rusuJcluJut qan rnenanoataogani BAHA.

at) 
""ot",,ai

BeritaAcara 0,0r0 PBC Pertma
Surat 0,0o5 PBC Pernma

vv, ''Euvuar rsrur.uc''qasl perru/uoa*nya d'l"kukan k%iatan memeriksa
F:.alrlr kegiatan usaha Auditee sesuai aeg"rr-U"aanJ-U-i-d;e
Kepabeanan pasal 86 ayat (la)c dan Undang_uniang C,rG'p"J-sg
ayat (la)c.

Surat
Rekomendasi

o,0lo PBC Pertma

u7, rucuuuar reKornenoast perlu/tidaknya diterbitkan Surat peringatan
I/Surat Peringatan tr.

Surat
Rekomendasi

0,010 PtsC Pertaa

I::11.-::*:1"r]n€$ perru/tidaroya dibuat konsep surat dan/atauDenra acara penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran auditdalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit 
"t"u -"rrJ"*oembanhr kelancaran audil

Surat
Rekomendasi

0,0r0 PBC Pertma

rq 'rcuuuar rcKou@dFs peflu/udaknya dlakukan prosedur konfirmas
secara lisan dan/dtau terhrlis kepada pihak ketiga-

Surat
Rekomendasi

0,0r0 PBC Pertma
z, rv_rsr€rrr(sEl Keaoaa kegntan usaha Auditee sesuai dengan Undane-Undang.Kepabeanan pasat 86 ayat (latc dan Un;a+_U;;;;'dm

pasal 39 ayat (la)c.

Kertas lGrja 0,@o PBC Muda

-e, rvrsrrEru u:ur urenanoatangaru lorEulir pakta integritas. Formulir 0,010 PBC Muda
oqtJsrvru Kepaqa [etua Au(utor dalarD penilaian splAuditee. Kertas Kerja o,020 PBC Muda

,v, r,,rur1,rcwurarrur rencana petaKsanaan audit mengerrai ruanglinglop audit kepada pMA Kertas Kerja 0,020 PBC Muda

rv, ryrsuE&Jr qan EenyeruJu! Konsep Surat peringatan I.

-

471 M aa al^i: :^- 
-^---^-F

Surat 0,010 PBC Muda
eB. svuJsLqJqr reuwp Durat renngalan u. Surat o,0lo PtsC Muda

.yr.r.vs6.*+,. sqr qE'rslqJqr usulan p€rpar{angan penode audit.
o9llt.oCk

waktu penyelesaian audit (perpan]angan pgrtamal.

Surat 0.020 PBC Muda
Surat 0,020 PBC Muda

."wr.6MJr u4 uEuy€ruJl1 Konsep pernoho-nan perpanjangan jnngke
waktu penyelesaian audit (perpanjaigan keduaf .

Surat 0,020 PBC Muda

sry rvrcu6&Jr qan ruenyeruJut_{o^9*p permohonan perpanjangan jangka
waldu pepyelesaian audit 0ebih dari 9 bulanl.

Surat o,020 PBC Muda
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52f Mengkaji dan menyetujui konsep permohonan perpanjangan bataswaktu penyerahan data audit dalam hal Ai ai'tr"- -i"g".,uk;permohonan.

Surat o,o20 PBC Muda

53) Memeriksa dan menyetujui KKA yang diajukan oleh Ketua Auditor. Kertas Kerja o,22O PBC Muda
v-, rvr@wlrru supervlsl (lalem bennlk konsultasi di dalempelaksanaan audit kepada Ketua Auditor.

Kertas Kerja 0,060 PBC Muda

rq ruengsyaluasr reals{rsi RKA
56) Membuat laporan kem{uan kepada pMA.

Kertas l(erja o,oilo PBC Muda
Surat/

B€rita Acara
o,o2o PBC Muda

raporan. d;j;;"r"k=;,T""*mX tffitr .fftil"l tittrpelinpahan tugas rim audit.

Suat/
Berita Acara

0,020 PBC Muda

neheot4lr 2udjr
s9) Mengikuti presentasi DTS. 

-

Berita Acara 0,0r0 PBC Muda
Daftar Hadir o,o4o PBC Muda

vv' rtrwuLr^w u4t urrrl{n(lalangall! L, ! L\ Kertas lGria o240 PBC Muda
Daftar Hadir o,loo PBC Muda

rtsalan al&ir
63)Menyetujui dengan - mernbububkan pr*f ;;Jil;".r"

nenelaahan atas risarah nembahasan akhii. datam hal dinirhkan

Kertas Keria o.020 PBC Muda
Surat o,olo PBC Muda

*rl,9nqlaql rapat peDelaahan atas ris€lah perrbahasan akhir, dalasr
hal diperlukan.

OS; U"rry.tri

Daftar Hadir 0,040 PBC Muda

Berita Acara o,olo PBC Muda'
oorvrengKaJr qan menyetujui rekomendasi perlu/ tidaknya dilakukan

kegiatan memeriksa keadaan kegiatan usatra Audite" ;*"i d";;
!n$a18-un!g1g Kepabeanan pasat eO ayat (la)c a"" u"a"ri_U"a-lne
Cukai pasal 39 ayat (la)c.

utt 
1n."ru11Surat Peringatan l/ Surat peringatan II.

681 Mengfuaji dan menyetujui rekomenrtpsi perlu/ tiarf-y" O.tu.t koi$surat dan/atau berite acara penorakan aanTatau 
-tidak 

membantu
kelancaran audit dararn hal Auditee atau warcilaya -""or"r.- orr-tutdiaudit atau menolak membantu kelancaran audil -

I ^poran 0,020 PBC Muda

laporan 0,020 PBC Muda

Laporan o,020 PBC Muda

69)Mengkaji dan_ menyehrjui rekomend.s potrT tia"t oyaffi
prosedur konfirmasi secara tisan dan/ atau iertrtis t"p.a. pilrrr
ketiea.

Iaporan o,020 PBC Muda
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70) Memeriksa keadaan kegiatan .
Undang Kepabeanan pasal g6 ayat (la)c dan Undang_Uia""fCutai
pasal 39 ayat (la)c

.j' .16:r :
Kertas Kerja 0,030 PBC Madya

Formulir 0,015
22) Menyehrjui dan menandatang*i r"o@ PBC Madya

Surat o,Glo PBC Madp

i**.-"o",0*r"iiffiT*ffroXff"tP."1'#JHilyrpanjanga' Surat o,(xlo PBC Madya

. !r.,-s.JvLqr.. uqr uqroru@rt:T r<onsep permohonan perpanjanganjangka waktu penyelesaian audit lperpanj'anlan kedua).
Surat 0,030 PtsC Madya

,s, r'.qrJsLuJu qan rue-nanoatangani kODS€p pefmOhOAan perpaffianeal
jaogka waktu penyelesaian audit 0ebih aid'S U"t 

"j.
Surat 0,030 PBC Mad5ra

.v,r,rEuJErqJu qa!. rueuan<ratangaru permohonarx perpanjangan batarwaktu penl'erahan data audit dafa- naf eiraiitee " _&14-u*",. permohonan.
Surat 0,015 PBC Madya

, ,, rvrsrrysruJur rrarr Elenanoatanganr konsep Surat peringatan I.

-

Zg)V"ry"*

-

79) MenetaF

Surat 0,015 PBC Madya
Surat 0,015 PBC Madya

Kertas Kerja 0,o30 PBC Madya

konsurrasididaranoSf,ilgffi J,"jff ffiffi "iitlP"ffi ^3ff#
Kertas Kerja 0,060 PBC Madya

s^, !%suSsvauasr realsasl l(l{4.
Atl M-6 --,,-r,. ^-: -^,,^Ilill-------ll

Kertas Kerja 0,060 PBC Madya---v-.bvvssqsr .q€r usrdulaart auolt s€suat program audit yanG
telah ditentukan Kertas Kerja 0,060 PBC Madya

kemajuan 
"uaiit","fil -H:1" ffi*tffH.frtffifr hHHKantor Pelayanan Utama dalam hal teg.adi ;"drp"lr"" td;;'6_

audiL

Surat/
B€rita Acafa

0,030 PBC Madya

oa, rvrsrrycr.uJur qan menanoatangani BApA dalam hal penghentian audil

-

t5l Mman^'r: --a---.-i

Berita Acara 0,030 PBC Madya

86) Menyetujui dan menandatanCani D,

R?l MplaLa^-^t-^- -^-L^L-

Daftar Hadir 0,060 PBC Madya
D.

rtara hasil audil
Kertas Kerja 0,660 PtsC Madya

eelU"ny"t5*i@
pembnhasan akhir dalam hal diperl

semet Daftar Hadir 0,060 PBC Madya
rrat permohonan penetaehan hasfl
irkan.

Surat o,030 PBC Mad5ra

ezr'E-uEruur rapar penenanan atas nsalah pembahasan alrbir, dalo-hal diperlukan. Daftar Hadir 0,030 PBC Madya
yu, ryrenyeruJut dan menandatangani BAHA. Berita Acara 0,o30 PBC Madya
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#reniii
s*1'.il::j'l .,i? in .,.'';:i{

r keputu!
:giatan r

. pasal 8

9llMemberikar
keadaan k
Kepabeanal
ayat (la)c.

::;ii i:,;,.X,'iirdrJa qutu(uKan Kegratan memeriks€
tee sesuai dengan Undang-Undan5
dan Undang-Undang Cukai pasal 3i

Surat 0,030 PBC Madya

z<, rvrruucr!{a' KepuEusan peflu/ucta]<nya diterbitkan surat peringatan
I/Surat P€rinsatan U.

Surat 0,030 PBC Madya

'ruusrru epqLqsan p-erru/uoaknya dibuat konsep surat dan/atau
|Tt f_rf penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran auditdalnm hal Auditee atau wakiinya menorak tt"tut aa,tait.t"" -"oor"tmembanhr kelancaran audiL

ozl

Surat 0,030 PBC I\fiadya

secara lisan dan/atau tertulis kepada pihak ketiga
Surat 0,03o PBC Madya

3. r eEyv q! igqu

3) Menyetujqi rlan 6enandatangani Un.

-

ganalisa a"tt

I Hersrapanpenyidilmn

Iapoan 0,480 PBC Pertama
I^aooran 0.700 PBC Muda

Pencegahan
dan penyidikan

A. Pengolatran informasi Men
I qporan 0,450 PBC Madya

B. Pelaksanaan penyidikan I
laporan 0,013 PBC Pertama

Mengevaluasi konseD dan menerbitkan S*.t p"ri"t"f, fug"ap"rryiG
dan Surat Perintah Dimutainya penyiditan.-- - "' Surat 0,014 PBC Muda

2.

Mengeva.luasi konsep dan menerbitkan Sp/Slr[
Memanggitr"ffi
uotg*"t.^i@
MemailecaTcca--t-^ 

-

Surat 0,ol I PBC Muda3.

4.

angt<r

Surat 0,01 PBC Muda

Men5'sdiakatr

lut"tt*gt 
"p

""tt"u"r"*Menahan Tersan

5.
Surat o,o4 PBC Muda

tpan
6.

Surat o,ol4 PBC Muda

yT-ry3"31fly dan menerbitk* S*.t p*i"t"f, p""f,a"""lSur.t
rennran pengarihan Jenis Jabanan/Surat perintah nenangguha'Penatranan/surat perintah pengeluaran iarrananT s*"t iffi"hPerpanjangan Penahanan/Surat p;nitipan tafra"arr.
Melalnrlean -o-o--t-.r^L

Surat o,ol2 PBC Muda

7. ___ 5_Fv-YsE]

Y-:"gll"'irenggeteoahan/ Surat perintah penggeledahan. Surat o,004 PBC Muda
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8.
..,:a\ : :E:,1.:::':1,

PvrryrLaar

Ms'Bclauasr Konsep oErn menerbltkar surat permintaan ljin penvitaan/
Surat Perintah Penyitaan/ Laporan Telah Dilalcukan penyii*r.--' ----'' Surat 0,0o9 PBC Muda

9.

Y:lq:9:lo^!"iop_ dan menerbiuran su@
veretanganl Surat Perintah pelelangan/ penernFan tlarga r;irit
Pelelangan.

Surat o,0r PBC Muda

10. yrcran<u.Kan Pelll DerKasan

,sume r ^Foran 0,05 PBC Mudall. Mengirim berkas perkara, tersangka dan barang bukti
MssErvauasr Konsep oan menerbitkan surat petrgarrtar pengiriman
Berkas Perkaral Surat pengiriman Tersangka dan Baing Bulrd -

Surat o,ot2 PBC Muda

t2. -.-Y.-F.vgw. Purvrwl

t) *".t*"u
Penghenti an penyidikan Surat o,ol5 PBC Muda

2) Mengerraluasi dan menyetrjui resume Laporan o,o5 PBC Muda
13. gerar perr<ara

14.
rvrsrrxsvauau! qan mentrufulur resume
na"ttgtaa.pffi Lsporan 0.o3 PBC Muda

Mengevaluasi dan menyetujui jawaban gugatan Laporan o,055 PBC Mudav. Pengembangan
profesi

A. Pembuatan karya tulis
dan/atau karya ilmiah di
bidang kepabeanan dan
cukai

I 'r!.ruu4( MJa ruus/Karya_rmran nasu peneJruan, pengkajian, survai,
dan atau evaruasi di bidang kepabeanan d-an cukai yaig iip,iuriL.ik;'
, oaram Denruk ouku yang diterbitkan dan diedarkan secaranasional Buku 12,5 Semua Jenjangzt sua|I maJaian unuEm yang drskui oleh LIPI Naskah 6 Semua Jenjang

2. rvreruouaf Karya uus/kr?3-,I-"{, hasil penelitian, pengkajian, survai,dan atau evaluasi di bidang kepabeanan Oan-'culrii 
-}"";li;

dipublikasikan:
q qalam DenQK Duku

2) dalem bentuk Eakalatt
Buku 8 Semua Jenjang

Makalah 4 SemuaJenjang
3. Membuat karya turis/kary4 irniah berupa tinjau,rn atau urasan ilmiah

!3sil gagasan sendiri di bidang fclpabeanan dan *k"l y"";
dipublikasikan:

2) dalam majalah ilmiah yqng diakui oleh LtrpI
Buku 8 SemuaJeniane

Naskah 4 SemuaJenjang
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;::ai4
::.:i4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiahhasil sagasan sendiri di bidang t<epabeanai dan cukai y;g;;"k

dipublikasikan:

1) dalam bentuk buku Bukn 7 SeouaJenjang
zl urEu<anan Makalah 3,5 SemuaJenjang

B. Perumusan pedoman
pengembangan sistem
kepabeanan dan cukai

I
Pedoman 2,5 SeouaJenjang

2. Bersifat penyenpurnaerl
Pedoman 1,5 SenuaJenjang

C. Peneqiemahan/
penyaduran buku dan atau
karyaitmiah

I
-MenerJeEaru(anltuenJradurkan buku atau karya itniah di bidang
kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:

l qaram pennu( bule vajrg diterbitkan dan didarkan secara nasional
2l daram mqialah ilmiah yang diakui oleh upl

Buku 7 Semua Jeniane
Naskalr 3,5 Semua Jenjang

2. i:TIT1T"/rtcny.aqurKan ouKu atau ka4ra ilniah di bidang
Keoaoeanan <tan cukai vane tidak dioublikasikan:

2l datem benhrk makfah
Buku 3,5 Semua Jenjane

Makalah 1,5 Semua Jenjangv. I Pendukung

I kegiatan
I Pemeriks Bea
I Oan Cut<ai

L Pagajarl pelatib di bidang
kepabeanan dan cukai

.!.v..bqJqlasEu l,4qa Ixilql(uKan oan peraEnan pegaurai dibidan€
kepabeanan dan cukai

Jara o,030 SemuaJeojang

B. Peran ssrt2 dalarrt
seminar/ lokakarya/
konferensi

I Pemrasaran
Kali J SemuaJenjang

2. Moderator/penbahas/nara 5rrmlgg Kdi 2 SemuaJeniang
3. Peserta

KaIi
I Semua Jenjang

Keanggotaan dalam
organisasi profesi

rvrcruaqr anggora organrsasr prolesi di:

I ur6,er rurcrrastonat/ Na$onal sgDagar:
r, rsuBurus AI(III

2l AnggotaAktif
Tahun I SemuaJenjang
Tahun 0,5 SenuaJenjanf,

2. Ttngkat Prorpinsi

{ rEu6,qtqJffiu

-

2l Anggota Aktif
Tahun o,25 SemuaJeajang
Tahun 0,15 SemuaJenjangD. Keanggotaan dalam Tim

Penilai Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai

Menjadi anggota Tim Penitai Jabatan F\rngsional pemeriksa 8.. d*, ftk"isecara aktif Tahun 0,5 SemuaJenjang



-10-

iJi.
tvo,

ri! :tii;+ .ifi il .i:, 'r 1:ii:l

I 2 '3 4 5 6 7
E. Perolehan piagarn

kehormatan
Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancpnan Kaqra Sat5reu

1. 3O (tiea puluh tahunl Tandajasa 3 SemuaJeniane
2. 2O (duapuluh tahun) Tandajasa 2 SemuaJenjang
3. 10 (sepuluh tahunl Tandajasa I Semua Jeniane

F. Perolehangelar
kesarjenaan tainnya

Memperoleh eelar kesarianaan lainnva vang tidak sesuai denean bidsne tuens:
1. Doktor Gelar/Ije-.rr 15 Semua Jenians
2. pascaSniana(S2) Gdarllia?ah 10 SemuaJenjang
3. Sat'ana (Sl)/Diplomalv (DM Gelarlljazah 5 Semua Jenians

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESTA,
ttd

AAVAR ABI.'BAKAR

ffii!ar-*/
**o\/ El

FIH
e, ej



LAMPIRAN III: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATI.JR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MEI{TERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR
S2|KEPlM.pAN/3/2003 TEMANG JABATAN FUNGSTONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KITMII,A,TIF ITNTI'K PEIIY:ESUAIAII/NPASSING
JABATAI{ FT'NGSIONAL PEMERIKSA BErI DAN CT'KAI TIITGKAT TERAMPIL

NO. GOLONGAN
RUANG

STTB/IJAZAII ATAU YANG
SEIINGKAT

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

< 1 Tahua 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun/Icblh
73:'fW,.,

I lllc SAR.'ANAMUDA/DIII 60 65 70 75 79

2 tr/d SAR.IANAMUDA/DIII 80 85 89 94 99

3 IIIIa SART'ANAMUDA/DI 100 tL2 123 134 L46

4 nr/b SAR.'ANAMUDA/ DIn 150 163 174 185 L97

5. IIllc SAR.'ANAMUDA/DItr 200 223 246 270 292

7 rrr/d SAR.IANAMUDA/DIII 300 300 300 300 300

PANRB

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPT.JBLIK IND ONESI.A,
ttd

AZWAR ABI.'BAI(AR
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AMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESTA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR
32/KEP/M.PAN/3/2003 TENTANG JABATAN FUNGSTONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KRTDIT KI'UI'IATIF I'NTI'K PENYESUAIAN/IITPASSING
JABATAN FITNGSIONAL PTMERIKSA BEA DAN CT'BAI TINGKAT AELI

NO. GOLONGAN
RUANG

SrTB/IJAZAE ATAU YANG
SETINGKAT

AITGKA BRTDIT DAIT MASA TTPANGKATA!{
< 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun/Lebth

.,.:,.W. [N:]'Wi
I IlIla SARJANA (S1I/ D IV 100 t12 L24 r36 L48
2 rrr/b SARJANA (S1I/ D IV 150 162 L74 186 197

MAGISTER (S2I 150 163 L77 188 199

3 rII/ c
SARJANA (S1I/ D TV 200 224 247 271 294

MAGISTER (S2I 200 226 249 273 296
DonroR tsgt 200 228 251 275 298

4 trr/d
SAzuANA (S1I/ D IV 300 322 345 368 391

MAGISTER (S2I 300 325 347 370 393
DOI$OR (S3) 300 327 349 372 395

5 r\t /a
SARJANA (S1)/ D TV 400 434 468 502 s36

MAGISTER (S2I 400 437 471 505 539
DOKTOR (S3I 400 440 474 508 542

6 I\I /b
SARJANA {S1I/ D IV 550 584 618 652 686

MAGISTER (S2I 550 587 62L 655 689
DOTffOR (S3l 550 590 624 658 692

7 TVlc SAR.IANA (S1I S/D DOKTOR (S3I 700 700 700 700 700

PANRB

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPI.'BLIK INDONESI.A,
ttd

AZWAR ABUBAKAR


